KATA PENGANTAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL adalah salah satu entitas akuntansi dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan
Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna
laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi,
kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 30 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan Barat
yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan
Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan
Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 30 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YO ES BUDIMAN, S.IP,M.Si




RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan Barat

Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di
lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

II.

I11.

IV.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang
mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember
2022.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00
atau mencapai 0,00% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.
9.976.067.840,00 atau mencapai 92,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.771.950.823,00

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi,
surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2022 terdiri dari Pendapatan-LO
sebesar 0,00, beban sebesar 10.188.633.221,00 schingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
sebesar -9.876.253.611,00.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Desember
2022

Nilai Aset per 30 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 685.517.878,00 yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp. 173.500,00 Aset Tetap sebesar Rp. 626.175.711,00 Aset Lainnya sebesar Rp.
59.168.667,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 9.311.347,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 676.206.531,00, sehingga jumlah
kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 685.517.878,00

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per | Januari 2022 adalah sebesar Rp. -53.428.447.031,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.
-10.188.633.221,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 0,00 sehingga Ekuitas Akhir
entitas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan Barat per 30 Desember
2022 adalah sebesar Rp. -63.617.080.252,00.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.




Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2022

disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.




I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)
URAIAN ANGGARAN 2022 | REALISASI2022 | % | NUAWSASI
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
PENDAPATAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00
PENDAPATAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Istimewa 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTAR DAERAH
Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
YANG SAH
Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00




REALISASI

URAIAN ANGGARAN 2022 | REALISASI 2022 % 2021
Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 0,00
yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 10.771.950.823,00 | 9.976.067.840,00 92,61 10.008.474.415,00
BELANJA OPERASI 10.680.508.623,00 |  9.884.904.240,00 | 92,55 9.799.174.415,00
Belanja Pegawai 7.386.434.307,00 6.779.173.613,00, 91,78 6.567.112.058,00
Belanja Barang 3.294.074.316,00| 3.105.730.627,00 | 94,28 | 3.232.062.357,00
Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Operasi 10.680.508.623,00 | 9.884.904.240,00 | 92,55/ 9.799.174.415,00
BELANJA MODAL 91.442.200,00 91.163.600,00 | 99,70  209.300.000,00
Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin 66.442.200,00 66.163.600,00 99,58 175.300.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 25.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00
Belanja Aset Lainnya 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal 91.442.200,00 91.163.600,00 99,70, 209.300.000,00
BELANJA TAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa
Belanja Bantuan Keuangan antar 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi ke Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa
Jumlah Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 10.771.950.823,00 | 9.976.067.840,00 | 92,61 10.008.474.415,00
SURPLUS/DEFISIT | (10.771.950.823,00) | (9.976.067.840,00) (92,61) 0,00
PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Penggunaan SILPA 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

yang Dipisahkan




REALISASI

URAIAN ANGGARAN 2022 | REALISASI 2022 % 2021
Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negert - 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00 0,00 0,00
Masyarakat
Penerimaan Kembali Pemberian 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinjaman Daerah
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah
Pembayaran Pinjaman dari 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari 0,00 0,00 0,00 0,00
Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari 0,00 0,00 0,00 0,00
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari 0,00 0,00 0,00 0,00
Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN | (10.771.950.823,00) | (9.976.067.840,00)  (92,61) 0,00
ANGGARAN (SILPA)

Pontianak, 30 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

S BUDIMAN, S.IP,M.Si
1 196912151989031004




I1. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)
URATAN T T e | enrumany | %

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00, 0,00
Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,001 0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00, 0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00, 0,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik 0,00 0,00 0,000 0,00
Dana Alokasi Khusus-non Fisik 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana 0,00 0,00 0,001 0,00
Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
LAINNYA
Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00; 0,00
Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00, 0,00
Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Desa 0,00 0,00 0,000 0,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00
Transfer - Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR
DAERAH
Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00/ 0,00




URAIAN 31 DEZSOI;I;IBER 31 DEZSo]il;’IBER (Plif,z:i::‘:n) N
Jumlah Pendapatan Transfer Antar 0,00 0,00 0,00{ 0,00
Daerah
Total Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,000 0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH
Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,001 0,00
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00, 0,00
Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00f 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00, 0,00
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai 6.779.173.613,00 6.567.112.058,00| 212.061.555,00; 3,23
Beban Barang dan Jasa 3.097.079.998,00 3.242.537.425,00 | (145.457.427,00)| -4,49
Beban Bunga 0,00 0,00 0,00{ 0,00
Beban Subsisdi 0,00 0,00 0,00 0,00
Beban Hibah 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,000 0,00
Jumlah Beban Operasi 9.876.253.611,00 9.809.649.483,00, 66.604.128,00, 0,68
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00 0,000 0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 0,00 0,00f 0,00
Daerah
Beban Penyisihan Piutang Hasil 0,00 0,00 0,00, 0,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain 0,00 0,00 0,00/ 0,00
PAD yang Sah
Beban Penyisihan Piutang Transfer 0,00 0,00 0,00, 0,00
Pemerintah Pusat
Beban Penyisihan Piutang Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
Antar Daerah
Beban Penyisihan Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 243.099.337,00 247.214.014,00, (4.114.677,00)| -1,66
Beban Penyusutan Gedung dan 27.544.173,00 27.544.173,00 0,00/ 0,00
Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan 12.745.500,00 12.745.500,00 0,00/ 0,00

Jaringan




URAIAN 31 DE2SO]§I;/IBER 31 DEzsolill/IBER (Pljle:,:;k::n) %
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya 0,00 0,00 0,00, 0,00
Beban Penyusutan Aset lainnya 0,00 0,00 0,00, 0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 28.990.600,00 20.657.267,00 8.333.333,00| 40,34
Jumlah Beban Penyusutan Dan 312.379.610,00 308.160.954,00 4.218.656,00, 1,37
Amortisasi
BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00, 0,00
Beban Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Jumlah Beban Transfer 0,00 0,00 0,00; 0,00
BEBAN TAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Beban Tak Terduga 0,00 0,00 0,00{ 0,00
Jumlah Beban Tak Terduga 0,00 0,00 0,00, 0,00
JUMLAH BEBAN 10.188.633.221,00| 10.117.810.437,00| 70.822.784,00| 0,70
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI | (10.188.633.221,00)| (10.117.810.437,00)| (70.822.784,00)|100,70
SURPLUS/ DEFISIT DARI 0,00 0,00 0,00/ 0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00 0,00, 0,00
Lainnya
Jumlah Surplus Non Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan 0,00 0,00 0,000 0,00
Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00 0,00{ 0,00
Lainnya
Jumlah Defisit Non Operasional 0,00 0,00 0,00; 0,00
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI 0,00 0,00 0,00/ 0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS (10.188.633.221,00)| (10.117.810.437,00)| (70.822.784,00) 100,70
LUAR BIASA
POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00, 0,00




URAIAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER Kenaikan o
2022 2021 (Penurunan) .

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00{ 0,00

Jumlah Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00

POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00{ 0,00

SURPLUS/ DEFISIT - LO (10.188.633.221,00) | (10.117.810.437,00)| (70.822.784,00) 100,70

Pontianak, 30 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YOHAANES BUDIMAN, S.IPM.Si
IP: 196912151989031004




III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)
NO URAIAN 31 DEZS()P;IE/IBER 31 DEZSOFil;/IBER
1 ASET 685.517.878,00 906.848.739,00
2 ASET LANCAR 173.500,00 288.351,00
3 Kas dan Setara Kas 0,00 0,00
4 Kas di Kas Daerah 0,00 0,00
5 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
6 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
7 Kas di BLUD 0,00 0,00
8 Kas Dana BOS 0,00 0,00
9 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00
10 Kas Lainnya 0,00 0,00
11 Setara Kas 0,00 0,00
12 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
13 Piutang Pendapatan 0,00 0,00
14 Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00
15 Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00
16 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,00 0,00
yang Dipisahkan

17 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00
18 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00
19 Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00
20 Piutang Lainnya 0,00 0,00
21 Penyisihan Piutang 0,00 0,00
22 Beban Jasa Dibayar Dimuka 0,00 0,00
23 Persediaan 173.500,00 288.351,00
24 Jumlah Aset Lancar 173.500,00 288.351,00
25 0,00 0,00
26 INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00
27 Investasi Non Permanen 0,00 0,00
28 Investasi kepada BUMN 0,00 0,00
29 Investasi pada BUMD 0,00 0,00




NO URAIAN 31 DEZSOIgI;’IBER 31 DEZS(E;/[BER
30 Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00
31 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00
32 Dana Bergulir 0,00 0,00
33 Jumlah Investasi Non Permanen 0,00 0,00
34  |Investasi Permanen
35 |Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
36 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
37 Jumlah Investasi Permanen 0,00 0,00
38 Jumlah Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00
39 0,00 0,00
40 ASET TETAP 626.175.711,00 843.401.121,00
41 Tanah 1.275.000,00 1.275.000,00
42 Peralatan dan Mesin 2.738.412.050,00; 3.560.352.190,00
43 Gedung dan Bangunan 852.825.000,00 852.825.000,00
44 Jalan, Irigasi , dan jaringan 127.455.000,00 127.455.000,00
45 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
46 Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00
47 Akumulasi Penyusutan (3.093.791.339,00) | (3.698.506.069,00)
48 Jumlah Aset Tetap 626.175.711,00 843.401.121,00
49 DANA CADANGAN 0,00 0,00
50 Dana Cadangan 0,00 0,00
51 Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00
52 0,00 0,00
53 ASET LAINNYA 59.168.667,00 63.159.267,00
54 Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00
53 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00
56 Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00
57 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
58 | Aset Tidak Berwujud 107.629.068,00 82.629.068,00
59 Aset Lain-lain 25.502.000,00 25.502.000,00
60 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (73.962.401,00) (44.971.801,00)
61 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 0,00 0,00
62 Jumlah Aset Lainnya 59.168.667,00 63.159.267,00
63 JUMLAH ASET 685.517.878,00 906.848.739,00
64 0,00 0,00
65 KEWAJIBAN 9.311.347,00 18.076.827,00
66 KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK 9.311.347,00 18.076.827,00
67 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
68 Utang Bunga 0,00 0,00




31 DESEMBER

31 DESEMBER

e BHALAN 2022 2021
69 Utang Pinjaman Jangka Pendek 0,00 0,00
70 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
71 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
72 Utang Belanja 9.311.347,00 18.076.827,00
73 Utang Jangka Pendek Lainnya 676.206.531,00 888.771.912,00
74 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00
75 0,00 0,00
76 KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00
77 Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00
78 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00
79 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan 0,00 0,00
Bank
80 | Utang kepada Masyarakat (Obligasi) 685.517.878,00 906.848.739,00
81 Premium( Diskonto) Obligasi 0,00 0,00
82 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
83 JUMLAH KEWAJIBAN 9.311.347,00 18.076.827,00
84 0,00 0,00
85 EKUITAS (35.154.594.521,00) | (35.154.594.521,00)
86 KEWAIJIBAN DAN EKUITAS (35.154.594.521,00) | (35.154.594.521,00)

Pontianak, 30 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN

YOHANES BUDIMAN, S.IP,M.Si
IP: 196912151989031004




IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)
URAIAN KODE 31 DESEMBER 2022| 31 DESEMBER 2021

PENDAPATAN
EKUITAS AWAL (53.428.447.031,00) (43.310.636.594,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO (10.188.633.221,00) (10.117.810.437,00)
DAMPAK KUMULATIF
PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR :
SISA LEBIH/KURANG 0,00 0,00
PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA/SIKPA)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00 0,00
LAIN LAIN 0,00 0,00

EKUITAS AKHIR (63.617.080.252,00) (53.428.447.031,00)

Pontianak, 30 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YO ES BUDIMAN, S.IPM.Si
IP: 196912151989031004




BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

1.2

Laporan keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan
Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan
mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ckonomi, sosial, maupun politik serta merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2022 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2022 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran




1.3

10.

1.

12.

13,

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208).

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan

informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan

akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber

daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya

yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022, terdiri dari :

Bab1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab I Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab Il Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.
3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BabV  Penutup.



BAB I1I PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Lebih /
Anggaran 2022  Realisasi 2022 Realisasi 2021
Reff Uraian (Kurang) Z
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
BELANJA
5 10.771.950.823,00 9.976.067.840,00 (795.882.983,00) 92,61 10.008.474.415,00
DAERAH

5.1

5.1.01

Belanja pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun Anggaran 2022
memiliki anggaran belanja sebesar Rp.10.771.950.823,00 dan realisasi belanja sebesar
Rp.9.976.067.840,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang
tercatat sebesar Rp. 10.008.474.415,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (32.406.575,00) dengan rincian
penjelasan sebagai berikut :

5.1 BELANJA

10.680.508.623,00 9.884.904.240,00 (795.604.383,00) 92,55 9.799.174.415,00
OPERASI
5.2 BELANJA

91.442.200,00  91.163.600,00 (278.600,00) 99,70 209.300.000,00

MODAL
BELANJA

10.680.508.623,00 9.884.904.240,00 (795.604.383,00) 92,55 9.799.174.415,00
OPERASI

5.1.01 Belanja

. 7.386.434.307,00 6.779.173.613,00 (607.260.694,00) 91,78  6.567.112.058,00
Pegawai

5.1.02 Belanja

3.294.074.316,00 3.105.730.627,00 (188.343.689,00) 94,28 3.232.062.357,00
Barang dan Jasa

Belanja
P ! . 7.386.434.307,00 6.779.173.613,00 (607.260.694,00) 91,78 6.567.112.058,00
egawai

Belanja Pegawai pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun Anggaran
2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 7.386.434.307,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.
6.779.173.613,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat
sebesar Rp.6.567.112.058,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 212.061.555,00. Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



5.1.02

5.1.01.01
Belanja Gaji
dan Tunjangan
ASN

5.1.01.02
Belanja
Tambahan

Penghasilan
ASN

5.1.01.03
Tambahan
Penghasilan
berdasarkan 197.690.000,00 195.715.000,00
Pertimbangan

Objektif

Lainnya ASN

Belanja
Barang dan

Jasa

3.744.018.361,00 3.500.362.478,00 (243.655.883,00) 93,49

3.444.725.946,00 3.083.096.135,00 (361.629.811,00) 89,50

3.294.074.316,00 3.105.730.627,00 (188.343.689,00) 94,28

3.391.202.058,00

2.973.320.000,00

(1.975.000,00) 99,00 202.590.000,00

3.232.062.357,00

Belanja Barang dan Jasa pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun
Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 3.294.074.316,00 dan realisasi belanja
sebesar Rp. 3.105.730.627,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021
yang tercatat sebesar Rp.3.232.062.357,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 126.331.730,00. Rincian
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.1.02.01

. 773.780.020,00 727.697.003,00
Belanja Barang

5.1.02.02

. 1.384.706.192,00 1.322.193.503,00
Belanja Jasa

5.1.02.03

Belanja 97.870.000,00 97.811.750,00

Pemeliharaan

5.1.02.04

Belan]
EhR 1.037.718.104,00  958.028.371,00
Perjalanan

Dinas

(46.083.017,00) 94,04 1.228.208.335,00

(62.512.689,00) 95,49 1.324.377.027,00

(58.250,00) 99,94  208.942.495,00

(79.689.733,00) 92,32 470.534.500,00




BELANJA
MODAL

5.2

5.2.02 Belanja
Modal
Peralatan dan

Mesin

5.2.06 Belanja
Modal Aset
Lainnya

Belanja Modal
5.2.02 Peralatan dan
Mesin

91.442.200,00

66.442.200,00

25.000.000,00

66.442.200,00

91.163.600,00

66.163.600,00

25.000.000,00

66.163.600,00

(278.600,00) 99,70

(278.600,00) 99,58

0,00 100,00

(278.600,00) 99,58

209.300.000,00

175.300.000,00

0,00

175.300.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 66.442.200,00 dan realisasi belanja
sebesar Rp. 66.163.600,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021
yang tercatat sebesar Rp.175.300.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 109.136.400,00. Rincian
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.2.02.05
Belanja Modal

Alat Kantor dan

Rumah Tangga

5.2.02.06
Belanja Modal
Alat Studio,
Komunikasi,

danPemancar

Belanja Modal

5.2.06 .
Aset Lainnya

63.942.200,00

2.500.000,00

25.000.000,00

63.673.600,00

2.490.000,00

25.000.000,00

(268.600,00) 99,58

(10.000,00) 99,60

0,00 100,00

0,00

0,00

0,00




Belanja Modal Aset Lainnya pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun
Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 25.000.000,00 dan realisasi belanja sebesar
Rp. 25.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang
tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 25.000.000,00. Rincian Belanja Modal Aset
Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.2.06.01

Belanja Modal

Aset Lainnya- 0,00  25.000.000,00  25.000.000,00 0,00 0,00
Aset Tidak

Berwujud



BAB I1I PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.2. Laporan Operasional

Realisasi - LO Realisasi - LO Kenaikan / Realisasi - LRA
Reff Uraian 2022 2021 (Penurunan) % 2022
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

8 BEBAN 10.188.633.221,00 10.117.810.437.,00 70.822.784,00 100,70 0,00
DAERAH .188.633.221,00 10.117.810.437, .822.784,00 100, J
8.1 BEBAN

10.188.633.221,00 10.117.810.437,00 70.822.784,00 100,70 0,00
OPERASI
8.1 SARAN 10.188.633.221,00 10.117.810.437.00 70.822.784,00 100,70 9.884.904.240,00 ‘
1 OPERASI .188.633.221,00 10.117.810.437, .822.784,00 100,70 9.884.904.240,

8.1.01 Beban

) 6.779.173.613,00 6.567.112.058,00 212.061.555,00 103,23 6.779.173.613,00
Pegawai
8.1.02 Beban

8.1.01

3.097.079.998,00 3.242.537.425,00 (145.457.427,00) 95,51 3.105.730.627,00
Barang dan Jasa

8.1.08 Beban
Penyusutan dan 312.379.610,00 308.160.954,00 4.218.656,00 101,37 0,00

Amortisasi

Beban Pegawai  6.779.173.613,00 6.567.112.058,00 212.061.555,00 103,23 6.779.173.613,00

Beban Pegawai pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 6.779.173.613,00 dan realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.
6.567.112.058,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 212.061.555,00 atau 103,23%. Jika Beban Pegawai
pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
6.779.173.613,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 6.779.173.613,00
tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Pegawai

6.779.173.613,00
- LRA 2022

Belanja pegawai

sebagai

sebagai 0.00
penambah

kapitalisasi aset

Utang belanja
pegawai Tahun 0,00
Anggaran 2022

o



8.1.02

Utang belanja

pegawai Tahun 0,00
Anggaran 2021

Belanja Modal

yang tidak
e . 0,00
diakui sebagai

aset tetap

Beban Pegawai

6.779.173.613,00
2022
Beban Barang
dan J 3.097.079.998,00 3.242.537.425,00 (145.457.427,00) 95,51 3.105.730.627,00
an Jasa

Beban Barang dan Jasa pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.3.097.079.998,00 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp.3.242.537.425,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (145.457.427,00) atau 95,51%. Jika
Beban Barang dan Jasa pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.3.097.079.998,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa
- LRA sebesar Rp. 3.105.730.627,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -8.650.629,00, dapat dijelaskan
sebagai berikut :

1 Beban

B 727.811.854,00 1.228.071.958,00 (500.260.104,00) 168,73  727.697.003,00
arang

2 BebanJasa 1.313.428.023,00 1.334.988.472,00 (21.560.449,00) 101,64 1.322.193.503,00
3 Beban

] 97.811.750,00 208.942.495,00 (111.130.745,00) 213,62 97.811.750,00
Pemeliharaan

4 Beban
Perjalanan 958.028.371,00 470.534.500,00 487.493.871,00 49,11 958.028.371,00

Dinas

1 Beban

- 727.811.854,00 1.228.071.958,00 (500.260.104,00) 168,73 727.697.003,00
arang

Jika Beban Barang pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp.727.811.854,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Barang - LRA sebesar Rp.
727.697.003,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. 114.851,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Barang -

727.697.003,00
LRA 2022
Persediaan -173.500,00
Tahun Anggaran
2022
Persediaan 288.351,00

Tahun Anggaran




2021

. Belanja Modal
yang tidak
diakui sebagai
aset tetap

. Belanja
Persediaan yag
menjadi Aset

. Utang
Persediaan 2022

. Utang
Persediaan 2021

. Hibah dari
Pihak
Ketiga/Lainya

. Persediaan dari
BTT

i. Extracomptable

j. Belanja
Persediaan
Menjadi
Extracomptable

. Beban Barang
BTT

. Koreksi

Persediaan

. Belanja Modal
Yang Jadi
Persediaan

. Belanja Hibah

Persediaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




. Belanja Jasa

Jadi Persediaan

Beban Barang -
LO 2022

2 Beban Jasa

Jika Beban Jasa pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp.1.313.428.023,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa - LRA sebesar Rp.
1.322.193.503,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -8.765.480,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Jasa -
LRA 2022

. Belanja Jasa

Jadi Persediaan

. Beban Jasa

dibayar dimuka
Tahun Anggaran
2021

. Beban Jasa

dibayar dimuka
Tahun Anggaran
2022

. Utang Barang

dan Jasa 2021

. Utang Barang

dan Jasa 2022

. Belanja Modal

yang tidak
diakui sebagai

aset tetap

. Belanja Barang

dan Jasa sebagai
penambah

kapitalisasi aset

. Persediaan
BLUD Tahun
2021

0,00

727.811.854,00

1.313.428.023,00 1.334.988.472,00 (21.560.449,00) 101,64 1.322.193.503,00

1.322.193.503,00

0,00

0,00

0,00

-18.076.827,00

9.311.347,00

0,00

3

0,00

0,00




1. Persediaan

BLUD Tahun
2022

j. Beban Jasa BTT

Beban Jasa -
LO 2022

3 Beban
Pemeliharaan

0,00

0,00

1.313.428.023,00

97.811.750,00  208.942.495,00 (111.130.745,00) 213,62  97.811.750,00

Jika Beban Pemeliharaan pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.97.811.750,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan - LRA
sebesar Rp. 97.811.750,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban
Pemeliharaan -
LRA 2022

. Utang

Pemeliharaan
Tahun Anggaran
2022

. Utang

Pemeliharaan
Tahun Anggaran
2021

. Belanja Modal

yang tidak
masuk sebagail

kapitalisasi aset

. Belanja

Pemeliharaan
yang menjadi

aset

. Pemeliharaan

BTT

Beban
Pemeliharaan -
LO 2022

97.811.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.811.750,00



4 Beban

Perjalanan 958.028.371,00 470.534.500,00 487.493.871,00 49,11  958.028.371,00
Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.958.028.371,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas -
LRA sebesar Rp. 958.028.371,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai
beriku :

Beban
Perjalanan
Dinas - LRA
2022

958.028.371,00

. Belanja

Perjalanan dinas

sebagai 0,00
penambah

kapitalisasi aset

. Belanja Modal

yang tidak
diakui sebagai
aset tetap

0,00

. Perjalanan

. 0,00
Dinas BTT

Beban
Perjalanan
Dinas - LO
2022

958.028.371,00



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.14

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal (53.428.447.031,00)
2 Surplus/ Defisit - LO (10.188.633.221,00)
2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional (9.876.253.611,00)
2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional 0,00
2.3 Pos Luar Biasa 0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak
kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
seperti:

3.1 Koreksi Nilai Persediaan 0,00

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.3 Lain - lain 0,00

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas

a. Penyisihan Piutang 0,00
b. Koreksi Penyusutan 0,00
c. Hibah Keluar 0,00
d. Mutasi Masuk Aset OPD 0,00
€. Mutasi Keluar Aset OPD 0,00
f. Penghapusan TPTGR 0,00
g. Perubahan Kode Rekening 0,00
h. Koreksi Tanah 0,00
1. Koreksi Utang Belanja 0,00
j- Reklass Antar Akun 0,00
k. Tagihan Penjualan Angsuran 0,00
1. Penyertaan Modal 0,00

m. Persediaan APBN yang belum 0,00



n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain 0,00

0. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat 0,00
p. Koreksi Gedung dan Bangunan 0,00
q. Koreksi Persediaan 0,00
r. Koreksi Kas 0,00
s. Extracompatable 0,00
t. Koreksi Peralatan Dan Mesin 0,00
u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan 0,00
v. Koreksi Aset Tetap Lainya 0,00 |
w. Koreksi Piutang 0,00 }
x. Koreksi Aset Lain Lain 0,00
y. Pelimpahan Masuk 0,00
z. Pelimpahan Keluar 0,00

4 Ekuitas Akhir (63.617.080.252,00)




BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 untuk
Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1

4.2

Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Derah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat telah terbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan
Barat. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur Kalimantan Barat dalam
memfasilitasi kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan kerjasama serta pemanfaatan data bagi
Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk tersebut, maka sesuai
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, disebutkan bahwa urusan
Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan adalah merupakan bidang tugas yang bersifat
konkuren atau bidang tugas pemerintahan yang harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari perangkat
Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) sesuai porsi kewenangan sebagaimana di atur dalam Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Secara teknis, untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, Pemerintah
Provinsi sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran
penduduk, fasilitasi pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
penguatan kelembagaan pelayanan pemanfaatan data kependudukan. Melalui kewenangan dimaksud,
Pemerintah Pusat berharap pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota berjalan
lancar.Karena itu, Pemerintah Provinsi harus melaksanakan program dan Kegiatan strategis untuk
mengimplementasikan kewenangan yang diberikan dimaksud yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk membantu tugas dan menjalankan kewenangan Gubernur dalam melakukan pengelolaan dan
penyajian data kependudukan berskala provinsi dan melakukan koordinasi pengawasan atas
penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi, sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Adapun
Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :



a. Perumusan program dan kegiatan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan.

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan
Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan.

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan
Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan.

d. Pemberiaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan.

¢. Pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

f. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan
dalam negeri.

g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
J- Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kependudukan
dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi
Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas
mempunyai fungsi :

a. Penetapan program kerja dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah.
d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara.

¢. Pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan

administrasi kependudukan kabupaten/kota.




4.3

f. Pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan

penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota.

g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependuduk

Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 5 (lima) bidang dan
dengan susunan organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
f. Bidang Kelembagaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk, Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, dan Seksi Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi. Seksi-seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pencatatan Sipil, Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, dan Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi. Seksi-seksi sebagaimana tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina
Administrator Database, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kepenuukan, dan Seksi Monitoring dan
Evaluasi. Seksi-seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.

Bagian Kelembagaan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi. Seksi-seksi sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Kelembagaan.




4.4 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah :

a€ceKalimantan Barat Bersatu dan Majua€/[|

Berlandaskan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang
tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dirumuskan Visi Pembangunan
Daerah tahun 2019-2023, yaitu :

a€ceTerwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan
Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahana€ |

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang
akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan
pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan
(pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada,
mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk
meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah
pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan
perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tahun 2018-2023, maka Misi pembangunan Provinsi
Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan,
jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera
dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan
ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu
meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif,
efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta
mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan
dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam
jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu
fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan
Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di

wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber

daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai




keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,
mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang
beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses
hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan
dengan sektor industri pengolahan.

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni
antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung
dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa

4.5 Extracompatable Tahun 2022 Tahun 2021
a. Persediaan Lain-lain ;
0,00 0,00 \
|
b. Aset Tetap
0,00 0,00

Pontianak, 30 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

,S.IP,M.Si
Pembina Utama Madya

NIP: 196912151989031004




BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi
Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Dacrah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan
akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan
laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022.

Pontianak, 30 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

embina Utama Madya

NIP: 196912151989031004




Lampiran 1

ANALISIS
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022
SKPD : 2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. ANALISIS VERTIKAL

1) Analisis vertikal dalam LRA

Uraian

Persamaan

Surplus/Defisit LRA tahun berjalan harus sama dengan
total pendapatan dikurangi total belanja

Surplus/Defisit = Total Pendapatan - Total Belanja

RUMUS
SURPLUS/DEFISIT LRA THN BERJALAN (9.976.067.840,00)
TOTAL PENDAPATAN 0,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 9.976.067.840,00
Selisih 0,00
TOTAL 0,00
2) Analisis vertikal dalam Neraca
Uraian Persamaan
ﬁesne; alﬁt:(ljaslaglcii(tlzsngan total kewajiban ditambah Aset = Kewajiban + Buitas
RUMUS
ASET 685.517.878,00
KEWAJIBAN 9.311.347,00
EKUITAS 676.206.531,00
Selisih 0,00
TOTAL 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa
Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda
ditambah dengan Utang PFK di Bendahara
Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang
Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di
Bendahara Pengeluaran

RUMUS

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 0,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR 0,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN 0,00
Selisih 0,00

TOTAL 0,00

3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional(LO)

Uraian

Persamaan

Surplus/Defisit LO harus sama dengan total
Pendapatan(LO) dikurangi total Beban(LO) ditambah
(dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegaitan Non

Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan(LO) - Total
Beban(LO)+/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non
Operasional(LO) +/- Pos Luas Biasa(LO)




Operasional(LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar
Biasa(LO)

RUMUS

SURPLUS(DEFISIT) LO (10.188.633.221,00)
TOTAL PENDAPATAN(LO) 0,00
TOTAL BEBAN(LO) (10.188.633.221,00)

TOTAL SURPLUS(DEFISIT)KEGIATAN NON

OPERASIONAL 0,00
TOTAL POS LUAR BIASA 0,00
Selisih 0,00
TOTAL 0,00

4) Analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian

Persamaan

Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal
ditambah(dikurangi) surplus/defisit LO
ditambah(dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas

Ekuitas akhir = ekuitas awal(+/-) surplus/defisit
LO(+/-) koreksi berdampak ke ekuitas

RUMUS

Ekuitas Akhir (63.617.080.252,00)
Ekuitas Awal (53.428.447.031,00)
Surplus/defisit LO (10.188.633.221,00)
Koreksi 0,00
Selisih 0,00

TOTAL 0,00

b. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Realisasi belanja modal harus sama dengan
penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di
CALK

Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK
sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan
hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM
ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang
baru ditemukan

RUMUS
REALISASI BELANJA MODAL TANAH 0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN) 0,00
- ASET TANAH 2022 1.275.000,00
- ASET TANAH 2021 1.275.000,00
Selisih 0,00
Mutasi Bertambah
Mutasi Berkurang
TOTAL 0,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan| |Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK

penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di
CALK

sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan
hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM




ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang
baru ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN |

MESIN

66.163.600,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN)

-821.940.140,00

- ASET PERALATAN DAN MESIN 2022

2.738.412.050,00

- ASET PERALATAN DAN MESIN 2021

3.560.352.190,00

Selisih

(888.103.740,00)

Mutasi Bertambah

Mutasi Antar SKPD :

Mutasi Masuk dari BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH Berdasarkan BAST BAST
800/378/DISDUKCAPIL tanggal 8 Juli 2022

373.241.048,00

Mutasi Berkurang

Mutasi Antar SKPD :

Mutasi Keluar ke DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Berdasarkan BAST
800/378/DISDUKCAPIL tgl 8 Juli 2022

355.418.950,00

g:ll:ll:sss .Aset Tetap ke Aset Lainnya s a0 508,00
TOTAL (888.103.740,00)

Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK

Realisasi belanja modal harus sama dengan Shcath B dUSTe . BT Sy afa, pRactmmah

penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM
ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang
baru ditemukan

RUMUS
REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN 0.00
BANGUNAN ’
PENAMBAHAN(PENURUNAN) 0,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2022 852.825.000,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2021 852.825.000,00
Selisih 0,00

Mutasi Bertambah
Mutasi Berkurang

TOTAL 0,00

Realisasi belanja modal harus sama dengan
penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih
harus dijelaskan di CALK

Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK
sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan
hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM
ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang
baru ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI

DAN JARINGAN 0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN) 0,00
_ ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2022 127.455.000,00




- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2021 127.455.000,00
Selisih 0,00
Mutasi Bertambah
Mutasi Berkurang
TOTAL 0,00
Teliti apakah pengungkapan selisih dalam Cal.K
Realisasi belanja modal harus sama dengan sudch sukypy Mamadu. hiunghin ads peverimnm

penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di
CALK

hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM
ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang
baru ditemukan

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL Kontruksi Dalam

Pengerjaan a0
PENAMBAHAN(PENURUNAN) 0,00
- ASET Kontruksi Dalam Pengerjaan 2022 0,00
- ASET Kontruksi Dalam Pengerjaan 2021 0,00
Selisih 0,00

Mutasi Bertambah

Mutasi Berkurang
TOTAL 0,00

Realisasi belanja modal harus sama dengan
penambahan aset tetap lainnya, jika selisth harus
dijelaskan di CALK

Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalLK
sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan
hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM
ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang
baru ditemukan

RUMUS
REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP 0.00
LAINNYA ’
PENAMBAHAN(PENURUNAN) 0,00
- ASET TETAP LAINNYA 2022 0,00
- ASET TETAP LAINNYA 2021 0,00
Selisih 0,00
Mutasi Bertambah
Mutasi Berkurang
TOTAL 0,00
Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK
Realisasi belanja modal harus sama dengan sudah, gukyp memadai. Mungkin ada penenirinn

penambahan aset lainnya, jika selisih harus dijelaskan
di CALK

hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada
kesalahan berupa: salah anggaran selain BM
ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang
baru ditemukan

RUMUS
REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA 25.000.000,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN) 25.000.000,00

- ASET LAINNYA 2022

133.131.068,00




- ASET LAINNYA 2021

108.131.068,00

Selisih

0,00

Mutasi Bertambah

Mutasi Berkurang

TOTAL

0,00

2) Analisis horizontal antara LO,Laporan Perubahan Equitas dan Neraca

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus
sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun
Sebelumnya

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas =
Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya

RUMUS

EKUITAS AWAL(LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS)

(53.428.447.031,00)

EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA
(NERACA)

(53.428.447.031,00)

Selisih

0,00

TOTAL

0,00

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama
dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan
Ekuitas

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional =
Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas

RUMUS

SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL)

(10.188.633.221,00)

SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS)

(10.188.633.221,00)

Selisih

0,00

TOTAL

0,00

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus
sama dengan Ekuitas pada Neraca

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas =
Ekuitas pada Neraca

RUMUS

EKUITAS AKHIR(LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS)

(63.617.080.252,00)

EKUITAS (NERACA) (63.617.080.252,00)
Selisih 0,00
TOTAL 0,00

3) Analisis horizontal antara LO,LRA dan Neraca

Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan
Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun
ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun

Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) -
Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir
Tahun

RUMUS

PENDAPATAN PAJAK (LO) 0,00
PENDAPATAN PAJAK (LRA) 0,00
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA) 0,00




PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA) 0,00
Selisih 0,00
TOTAL 0,00

Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan
Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang
Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi
Akhir Tahun

Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi
(LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang
Retribusi Akhir Tahun

RUMUS

PENDAPATAN RETRIBUSI (LO) 0,00

PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA) 0,00

PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA) 0,00

PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA) 0,00
Selisih 0,00
TOTAL 0,00

Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja
Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah
Persediaan Awal Tahun dikurangi Persdiaan Akhir
Tahun

Beban Persediaan(LO)=Belanja Barang dan Jasa
Persediaan  (LRA)+Persediaan Awal Tahun-
Persediaan Akhir Tahun.Perhatikan cara penilaian
persediaan: FIFO atau weighted average

RUMUS
BEBAN PERSEDIAAN (LO) 727.811.854,00
?L%AA)NJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN 727.697.003,00
PERSEDIAAN AWAL TAHUN 288.351,00
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN (173.500,00)
Selisih 0,00
TOTAL 0,00

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akhir
Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan
Mesin Awal Tahun

Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan
Peralatan dan Mesin Akhir Tahun - Akumulasi
Penyusutan Peralatan dan Mesin Awal Tahun

RUMUS

BEBAN (LO)

243.099.337,00

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN
MESIN AKHIR TAHUN

(2.463.464.447,00)

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN
MESIN AWAL TAHUN

(3.108.468.850,00)

Selisih 645.004.403,00
Koreksi Bertambah
Mutasi Masuk Antar SKPD :
373.241.048,00
Koreksi Mutasi Masuk

Koreksi Berkurang




Mutasi Keluar Antar SKPD :

Koreksi Mutasi Keluar

355.418.950,00

Reklas Antar Akun :

Reklass Aset Tetap ke Aset Lain-Lain

905.925.838,00

Penyusutan

Penyusutan tahun 2022

(243.099.337,00)

TOTAL

645.004.403,00

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akhir
Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Gedung dan
Bangunan Awal Tahun

Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan
Gedung dan Bangunan Akhir Tahun - Akumulasi
Penyusutan Gedung dan Bangunan Awal Tahun

RUMUS

BEBAN (LO) 27.544.173,00

AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN

BANGUNAN AKHIR TAHUN Pl 26l 1T 00)

AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN

BANGUNAN AWAL TAHUN (488.073.219,00)
Selisih (27.544.173,00)

Koreksi Bertambah

Koreksi Berkurang

Penyusutan

Penyusutan tahun 2022

(27.544.173,00)

TOTAL

(27.544.173,00)

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Jalan,
Irigasi dan Jaringan Awal Tahun

Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan
Jalan, Irigasi dan Jaringan Akhir Tahun - Akumulasi
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Awal Tahun

RUMUS

BEBAN (LO)

12.745.500,00

AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI
DAN JARINGAN AKHIR TAHUN

(114.709.500,00)

AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI
DAN JARINGAN AWAL TAHUN

(101.964.000,00)

Selisih

(12.745.500,00)

Koreksi Bertambah

Koreksi Berkurang

Penyusutan

Penyusutan tahun 2022

(12.745.500,00)

TOTAL

(12.745.500,00)

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akhir

Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun - Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap Lainnya Awal Tahun




Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Lainnya Awal Tahun

RUMUS

BEBAN (LO) 0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP 0.00

LAINNYA AKHIR TAHUN ’

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP 0.00

LAINNYA AWAL TAHUN ’

Selisih 0,00

Koreksi Bertambah

Koreksi Berkurang

Penyusutan

Penyusutan tahun 2022 0,00
TOTAL 0,00

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan
Akumulasi Amortisasi Akhir Tahun dikurangi
Akumulasi Amortisasi Awal Tahun

Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Amortisasi
Akhir Tahun - Akumulasi Akumulasi Amortisasi
Awal Tahun

RUMUS

AKUMULASI AMORTISASI AKHIR TAHUN

(73.962.401,00)

AKUMULASI AMORTISASI AWAL TAHUN

(44.971.801,00)

Selisih (28.990.600,00)
Koreksi Bertambah
Koreksi Berkurang
Penyusutan
Penyusutan tahun 2022 28.990.600,00

TOTAL

(28.990.600,00)




PENJELASAN ATAS PENYAJIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2022
YANG DICATAT SEBAGAI REALISASI PADA NERACA TAHUN 2022

SKPD : 2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran 2

REALISASI 2022 KETERANGAN
NO| URAIAN SELISIH
Bﬁgﬁi{A NERACA Nilai Penjelasan
; 1 |Tanah 0,00 0,00 0,00
\ o |Peralatan dan 66.163.600,00 | 66.163.600,00 0,00
| Mesin
5 |Gedung dan 0,00 0,00 0,00
Bangunan
4 |Jalan, Irigasi 0,00 0,00 0,00
dan Jaringan
5 |AsetTetap 0,00 0,00 0,00
Lainnya
6 | Aset Lainnya 25.000.000,00 | 25.000.000,00 0,00
Jumlah 91.163.600,00 | 91.163.600,00 0,00 0,00




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KAPITALISASI
SKPD :2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Belanja Modal dan
Rl Klasifikasi Pegawai Barang dan Jasa Belanja Modal Administrasi Kapitalisasi
Kode Uraian Kode Barang Bac::;lldg a,:ls; ¢ o Pengadaan Qty! Sat. Ket
AnggaranRealisasi|AnggaranRealisasii Anggaran Realisasi |[Anggaran/Realisasii Anggaran Ple(zig)l;:;ﬁzf;n Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17] 18 [19
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2.12.01 EMERINTALLAN 66.442.200,00/66.163.600,00 66.442.200,00 66.163.600,00
DAERAH
PROVINSI
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2.12.01.1.07 : 66.442.200,00/66.163.600,00 66.442.200,00 66.163.600,00
PenunjangUrusan
Pemerintah Daerah
2.12.01.1.07.05|Pengadaan Mebel 14.233.000,00|14.163.600,00 14.233.000,00 14.163.600,00
520205030003 [Belanja Modal 14.233.000,00/14.163.600,00 14.233.000,00 14.163.600,00
Kursi Kerja Pejabat
130205030003[ st Kerja - Peralatan 4.440.000,00 4.440.000,00/ 1 |Unit
Pejabat dan Mesin
130205030003/ <ursi Kerja  [Peralatan 3.729.600,00 3.729.600,00, 1 [Unit
Pejabat dan Mesin
130205030003['-0rsi Kegja  Peralatan 5.994.000,00 5.994.000,00 1 [Unit
Pejabat dan Mesin
Pengadaan
2.12.01.1.07.06/Peralatan dan Mesin 52.209.200,00(52.000.000,00 52.209.200,00 52.000.000,00
Lainnya
Belanja Modal Alat
520205010004 [ enYimpan 9.993.600,00/ 9.930.000,00 9.993.600,00 9.930.000,00
Perlengkapan
Kantor
Alat
130205010004/ c1yimpan  [Peralatan 3.950.000,00 3.950.000,00, 1 [Unit
Perlengkapandan Mesin
Kantor
Alat
130205010004] —'mpan _ [Peralatan 5.980.000,00 5.980.000,00/ 2 |Unit
Perlengkapandan Mesin
Kantor
520205010005 [Belanja Modal Alat 3.202.600,00| 3.190.000,00 3.202.600,00 3.190.000,00
Kantor Lainnya




Belanja Modal dan
ey Pegawai Barang dan Jasa Belanja Modal Administrasi Kapitalisasi
Kode Uraian Kode Barang é\; igfg K]a;lst;l:asl Pengadaan Qty| Sat. Ket
AnggaranRealisasii Anggaran Realisasi| Anggaran Realisasi [AnggaranRealisasi] Anggaran Pﬁgﬁ? ;atﬁgag;n Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17} 18 |19
130205010005{ 12 Kantar [Peralatan 1.698.300,00 1.698.300,00] 2 [Unit
Lainnya dan Mesin
130305010005 ot Kantar  Peralatan 1.491.700,00 1.491.700,00] 1 [Unit
Lainnya dan Mesin
520205020004 E:i;‘:fg Modal Alat 18.614.000,00]18.540.000,00 18.614.000,00 18.540.000,00
130205020004/A13¢  [Peralatan 14.250.000,00 14.250.000,00] 3 [Unit
Pendingin  |dan Mesin
130205020004/213t ~ |Peralatan 4.290.000,00 4.290.000,00] 1 [Unit
Pendingin  |dan Mesin
Belanja Modal Alat
520205020006 [Rumah Tangga 17.899.000,00/17.850.000,00 17.899.000,00 17.850.000,00
Lainnya (Home
Use)
Alat Rumah
130205020006/ 20282 [Peralatan 8.150.000,00 8.150.000,00 1 [Unit
Lainnya dan Mesin
(Home Use)
Alat Rumah
130205020006/ 882 Peralatan 9.700.000,00 9.700.000,00, 1 [Unit
Lainnya dan Mesin
(Home Use)
Belanja Modal Alat
520206020001 {Komunikasi 2.500.000,00{ 2.490.000,00 2.500.000,00 2.490.000,00
Telephone
— Peralatan
130206020001 Komunikasi : 2.490.000,00 2.490.000,00/ 1 Unit
dan Mesin
Telephone
PROGRAM
PENGELOLAAN
2.12.04 INFORMASI 25.000.000,00 25.000.000,00
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan
Pengelolaan
Informasi
2.12.04.1.02 Adminictesi 25.000.000,00 25.000.000,00
Kependudukan
Provinsi
2.12.04.1.02.03/Komunikasi, 25.000.000,00 25.000.000,00
Informasi dan
Edukasi Kepada




Belanja Modal dan
Nama  [Klasifikasi Pegawai Barang dan Jasa Belanja Modal Administrasi Kapitalisasi
Kode Uraian Kode Barang Barang Asel Pengadaan : Qty Sat. Ket
Anggaran|RealisasijAnggaran Realisasii Anggaran Realisasi |Anggaran|Realisasii Anggaran Plzl:ﬁ?;tﬁzag;n Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17{ 18 [19
Pemangku
Kepentingan dan
Masyarakat
Belanja Modal Aset
520601010005 |Tidak Berwujud- 25.000.000,00 25.000.000,00
Software
Aset
150301010005{Software Tidak 25.000.000,00 25.000.000,00; 1 [Paket
Berwujud
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00(66.442.200,00/91.163.600,00 0,00 0,00/66.442.200,00 0,00/91.163.600,00
TOTAL REALISASL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00091.163.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00/91.163.600,00




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KAPITALISASI
SKPD ©2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Belanja Modal dan
. i Pegawai Barang dan Jasa Belanja Modal Administrasi Kapitalisasi
Kode Uraian Kode Barang éﬁ;:::lg Klazsf'éltcasx Pengadaan Qty! Sat. Ket
Anggaran(RealisasijAnggaraniRealisasi] Anggaran Realisasi |[Anggaran|Realisasii Anggaran Pg;ﬁiﬁ}gf;n Realisasi
1 2 3 4 5 6 q 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17] 18 |19
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN ‘
2.12.01 STMERINTATAN 66.442.200,00(66.163.600,00 66.442.200,00 66.163.600,00
DAERAH
PROVINSI
Pengadaan Barang
b 190L. 107 [k Dasrah 66.442.200,00(66.163.600,00 66.442.200,00 66.163.600,00
PenunjangUrusan
Pemerintah Daerah
2.12.01.1.07.05|Pengadaan Mebel 14.233.000,00/14.163.600,00 14.233.000,00 14.163.600,00
520205030003 [Beianja Modal 14.233.000,00(14.163.600,00 14.233.000,00 14.163.600,00
Kursi Kerja Pejabat
130205030003{K0rsi Kerja  [Peralatan 4.440.000,00 4.440.000,00 1 |Unit
Pejabat dan Mesin
1302050300035 %% Kexja, [Peralatan 3.729.600,00 3.729.600,00 1 [Unit
ejabat dan Mesin
Kursi Kerja [Peralatan .
130205030003 p. 1o el 5.994.000,00 5.994.000,00, 1 |Unit
Pengadaan
2.12.01.1.07.06/Peralatan dan Mesin 52.209.200,00/52.000.000,00 52.209.200,00 52.000.000,00
Lainnya
Belanja Modal Alat
520205010004 [ cryimpan 9.993.600,00 9.930.000,00 9.993.600,00 9.930.000,00
Perlengkapan
Kantor
Alat
130205010004/ cnyimpan |Peralatan 3.950.000,00 3.950.000,00{ 1 |Unit
Perlengkapan/dan Mesin
Kantor
Alat
Penyimpan [Peralatan .
1302050100041, 0 an dan Mesin 5.980.000,00 5.980.000,00| 2 [Unit
Kantor
520205010005 [Beianja Modal Alat 3.202.600,00| 3.190.000,00 3.202.600,00 3.190.000,00
Kantor Lainnya




Belanja Modal dan
) . ' Pegawai Barang dan Jasa Belanja Modal Administrasi Kapitalisasi
Kode Uraian Kode Barang é\; arlg:fg K]azlil:asl Pengadaan Qty Sat. Ket
Anggaran RealisasijAnggaranRealisasi| Anggaran Realisasi  |Anggaran|Realisasii Anggaran P&‘;ﬁﬁﬁﬁf&“ Realisasi
1 2 3 4 5 6 ) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17} 18 |19
1302050100051 Kantor |Peralatan 1.698.300,00 1.698.300,00/ 2 [Unit
Lainnya dan Mesin
130205010005| L2 Kantor  [Peralatan 1.491.700,00 1.491.700,00 1 |Unit
Lainnya dan Mesin
520205020004 E::(‘i‘ﬂ:‘g }f"da‘ o 18.614.000,00(18.540.000,00 18.614.000,00 18.540.000,00
130205020004/213¢  [Peralatan 14.250.000,00 14.250.000,00 3 |Unit
Pendingin  |dan Mesin
130205020004/213¢  [Peralatan 4.290.000,00 4.290.000,00, 1 [Unit
Pendingin  |dan Mesin
Belanja Modal Alat
520205020006 [Rumah Tangga 17.899.000,00(17.850.000,00 17.899.000,00 17.850.000,00
Lainnya (Home
Use)
Alat Rumah
130205020006/ 120882 |Peralatan 8.150.000,00 8.150.000,00, 1 [Unit
Lainnya dan Mesin
(Home Use)
Alat Rumah
130205020006/ 21882 Fesalatan 9.700.000,00 9.700.000,00, 1 |Unit
Lainnya dan Mesin
(Home Use)
Belanja Modal Alat
520206020001 Komunikasi 2.500.000,00, 2.490.000,00 2.500.000,00 2.490.000,00
Telephone
] Peralatan
130206020001 Komunikasi |- ; 2.490.000,00 2.490.000,00; 1 |Unit
dan Mesin
Telephone
PROGRAM
PENGELOLAAN
2.12.04 INFORMASI 25.000.000,00 25.000.000,00
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan
Pengelolaan
Informasi
2.12.04.1.02 & tmmiictonst 25.000.000,00 25.000.000,00
Kependudukan
Provinsi
2.12.04.1.02.03{Komunikasi, 25.000.000,00 25.000.000,00
Informasi dan
Edukasi Kepada




Belanja Modal dan
Nama [Klasifikasi Pegawai Barang dan Jasa Belanja Modal Administrasi Kapitalisasi
Kode Uraian Kode Barang Basis o Pengadaan ' Qty| Sat. Ket
Anggaran Realisasi)Anggaran Realisasii Anggaran Realisasi |AnggaranRealisasii Anggaran Plzl;g}iltl:lji:ag:in Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 |19
Pemangku
Kepentingan dan
Masyarakat
Belanja Modal Aset
520601010005 |Tidak Berwujud- 25.000.000,00 25.000.000,00
Software
Aset
150301010005|Software Tidak 25.000.000,00 25.000.000,00] 1 |Paket
Berwujud
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00(66.442.200,00[91.163.600,00 0,00 0,00166.442,200,00 0,00/91.163.600,00
TOTAL REALISASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/91.163.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00[91.163.600,00




